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1.1 Latar Belakang

Sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari
pusat hingga daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahunan vyaitu
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)
yang memuat visi dan misi dari kepala daerah serta tujuan, strateqi,
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan
tugas fungsi SKPD secara lebih spesifik dan terukur serta
dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai. Adapun ketentuan
mengenai tata cara penyusunan Rencana Strategis SKPD telah
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang
RPJPD, RPIJMD dan RKPD, serta Tatacara Perubahan RPJPD,
RPJMD dan RKPD, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang
wajib diacu oleh seluruh SKPD dalam menyusun renstra. Dalam
ketentuan lainnya yaitu Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Permerintah yang
menyebutkan bahwa Rencana Strategis menjadi dokumen
perencanaan untuk arah pelaksanaan program kegiatan dan
sebagai landasan penyelenggaraan SAKIP.

Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota
Banjarbaru ( BKPP ) Tahun 2016-2021 merupakan dokumen
rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi pembangunan
daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai masa
kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
dan merupakan suatu proses rumusan secara sistematis yang
berkelanjutan dari serangkaian kegiatan, berupa rencana mendasar
selama kurun waktu 5 (lima) tahun menggambarkan visi, misi
Kepala Daerah, tujuan dan sasaran SKPD dengan mengenali
lingkungan,
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melakukan berbagai analisis antisipatif dan mengorganisir secara
sistematis untuk dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja
dengan berorientasi pada pencapaian hasil.

Rencana strategis SKPD berfungsi sebagai pedoman atau
kerangka berpijak BKPP Kota Banjarbaru dalam penyelenggaraan
organisasi dengan dasar kekuatan dan kelemahan internal,
serta peluang dan ancaman eksternal. Kekuatan dan kelemahan
internal serta peluang dan ancaman eksternal organisasi disusun
dengan melibatkan stakeholder pada Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Banjarbaru dengan
mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021.

Selanjutnya Renstra ini merupakan dasar penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja untuk diketahui keberhasilan atau kegagalan
dalam melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan
mengantisipasi perkembangan di masa depan. Untuk itu
penyusunan Renstra BKPP sekurang-kurangnya memperhatikan/
mengacu pada perspektif keuangan, perspektif pelayanan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi, perspektif pemberdayaan
organisasi dan perspektif harapan pelanggan pengguna layanan
BKPP.

1.1.1Definisi RENSTRA
Rencana Strategis adalah suatu proses yang ingin dicapai
dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun
sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD,dan disusun
berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategic baik
dalam skala nasional, regional maupun local, dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

1.1.2Fungsi RENSTRA
Memudahkan melakukan control terhadap semua aktivitas
baik yang sedang maupun vyang akan datang, dapat
mengukur outcome(hasil) yang harus dicapai, dijadikan
sebagai sarana untuk  meminimalisir  resiko  dan
mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat

untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas,
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menjadi alat / media untuk berkoordinasi dengan pihak lain,
mempermudah pencapain target, strategis dan penggunaan
sumber daya, sedangkan tujuan dari rencana strategis itu
sendiri adalah, dapat merencanakan perubahan organisasi,
mengelola kebutuhan sistematis, mengembang kan pemikiran,
sikap dan tindakan yang berorentasi terhadap masa depan,
meningkatkan serta mengembangkan komunikasi dan net
work dengan organisasi lain, meningkatkan pelayanan
terhadap anggota dan masyarakat.
1.1.3Proses Penyusunan RENSTRA

Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah maka terdapat
empat tahapan penyusunan sebagimana juga diamanatkan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010,
yang terdiri dari:

Proses penyusunan
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keputusan kepala Badan tentang pembentukan tim penyusun
Renstra BKPP, orientasi mengenai Renstra BKPP,
penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra BKPP,
penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan
daerah. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan
rancangan Renstra BKPP, penyusunan rancangan akhir
Renstra BKPP dan penetapan Renstra BKPP.

Selengkapnya, bagan alir tahapan dan tata cara penyusunan
Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dapat dilihat
pada gambar berikut:
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Gambar 1.1
Alur Penyusunan Renstra SKPD
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1.1.4 Keterkaitan Rencana Strategis BKPP Kota Banjarbaru
dengan RPJMD Kota Banjarbaru
Adapun penyusunan Rencana Strategis BKPP Tahun 2016-
2021 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021.
Keselarasan Perencanaan Strategis BKPP dengan RPJMD
Kota Banjarbaru Tahun 2016 — 2021, sebagai berikut :

tabel 1.1

Keterkaitan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016 — 2021 dengan Rencana Strategis
BKPP Kota Banjarbaru

MISI RPIMD TUJUAN RPJIJMD SASARAN TUJUAN SASARAN
KOTA KOTA RPJMD KOTA RENCANA RENCANA
BANJARBARU BANJARBARU BANJARBARU | STRATEGIS BKPP STRATEGIS
BKPP
Misi 4 Tujuan 5 Sasaran 1 Tujuan Sasaran
Melaksanakan Terwujudnya Meningkatnya Terwujudnya Meningkatnya
reformasi birokrasi | pemerintahan Kota Akuntabilitas Sumber Daya Penataan
yang berorientasi Banjarbaru yang Kinerja Aparatur yang Sumber Daya
kepada pelayanan efektif, efesien, Pemerintah berkualitas Aparatur
public dan tata akuntabel dan Daerah
kelola bebas KKN
pemerintahan
yang baik berbasis
teknologi informasi
Misi 4 Tujuan 5 Sasaran 2 Tujuan Sasaran 2
Melaksanakan Terwujudnya Meningkatnya Terwujudnya Meningkatnya
reformasi birokrasi | Pemerintah Kota Kualitas Sumber Daya pelayanan
yang berorientasi | Banjarbaru Efektif, | Pelayanan Publik Aparatur yang administrasi
kepada pelayanan | Efisien Akuntabel Bekualitas kepegawaian
publik dan dan Bebas KKN
tatakelola
pemerintahan
yang baik berbasis
teknologi informasi

Selanjutnya rencana kinerja program kegiatan akan ditetapkan

kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan
kinerja tahunan yang akan menjabarkan kegiatan dan indicator
kinerja berdasarkan program, kebijakan dan strategi yang
telah ditetapkan dalam Rencana strategis. Penyusunan
Rencana Kinerja Tahunan dilakukan setiap tahun seiring
dengan agenda penyusuna kebijakan anggaran. Renja BKPP
Kota Banjarbaru disusun berdasarkan pada RKPD Kota

Banjarbaru dan Renstra BKPP.
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1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis BKPP
Kota Banjarbaru Tahun 2016 - 2021 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat 1l Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan,
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4410).

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
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12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

15.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 21; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

19.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

20.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
Dalam Pembangunan Nasional;

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 perubahan atas
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
517);

22.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Nomor 16);

23.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9).
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24.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenanagan Pemerintah Kota Banjarbaru
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D No. Seri 1);

25.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021;

26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Banjarbaru No 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021,

27.Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;

28.Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru;

29.Peraturan walikota Banjarbaru Nomor 74 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru;

30.Peraturan Walikota Nomor Banjarbaru No 188.45/420/KUM/2018 tentang
Penetapan Rencana Strategis Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
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1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pada Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021

adalah sebagai pedoman dan acuan SKPD dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan di bidang kepegawaian yang mengacu pada RPJMD Kota

Banjarbaru Tahun 2016-2021, penyusunan Renstra BKPP Kota Banjarbaru

Tahun 2016-2021 bertujuan sebagai berikut:

a. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikasi
kegiatan BKPP Kota Banjarbaru dalam penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsinya untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;

b. Mewujudkan sinkronisas, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru
Tahun 20016-2021 dengan Renstra BKPP Tahun 2016-2021.

c. Memberikan pedoman bagi penyususan Rencana Kerja (Renja) BKPP
Kota Banjarbaru dalam penyelenggaraan tugas, popok dan fungsinya
tahun 2016-2021;

d. Memberikan acuan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana
program kegiatan BKPP dalam setiap tahunnya maupun lima tahunan
pada periode 2016-2021;

e. Memberikan acuan dalam mengelola penggunaan sumber daya secara

efektif, efisien dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kota Banjarbaru 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
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BAB | PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang
1.2Landasan Hukum
1.3Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB I GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB Il PERMASALAHAN DAN ISU — ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah

3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih

3.3 Telahaan Renstra K/L Renstra

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Startegis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VIl KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VI PENUTUP
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BAB I
GAMBARAN UMUM
PELAYANAN

2.1 Tugas Pokok, Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan

Pembentukan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kota Banjarbaru ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10
tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah dan Peraturan walikota
nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok , Fungsi dan Tata Kerja

Kedudukan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota
Banjarbaru selanjutnya disingkat sebagai BKPP Kota Banjarbaru adalah
merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang pemerintah
daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan dan bertanggung jawab
kepada Walikota Banjarbaru melalui Sekertaris Daerah Kota Banjarbaru.
Mempunya rincian tugas sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan
Walikota No. 74 Tahun 2016 sebagai berikut :

2.1.1 Tugas dan Fungsi

1. Kepala Badan mempunyai Tugas:

a. Merumuskan program kerja BKPPD berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) dan kebijakan Kepala
Daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan program kerja
BKPPD berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD agar
kegiatan berjalan sesuai rencana,

c. Membina administrasi dan aparatur di lingkungan pemerintah
daerah secara berkala guna meningkatkan kualitasnya;

d. Mengarahkan penyusunan strategi dan kebijakan Badan
berdasarkan hasil rapat koordinasi agar kebijakan tepat
sasaran;

e. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja
(Renja), Laporan Kinerja, Laporan Tahunan, Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Penetapan
Kinerja (PK), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
Pelayanan (SP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP),
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Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),
Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan
yang berlaku untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan

organisasi;

f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketatausahaan Badan
berdasarkan ketentuan yang ada agar tercipta tertib
ketatausahaan;

g. Mengkoordinasikanperumusan kebijakan teknis dan

penyelenggaraan perencanaan aparatur, pembinaan aparatur,
mutasi aparatur dan pengembangan aparatursesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. Mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya aparatur,
keuangan, prasarana dan sarana di lingkungan Badan dalam
optimalisasi sumber daya yang ada;

I. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai
ketentuan yang berlaku dalam rangka kontrol akuntabilitas
pelaksanaan tugas;

J- Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai
dengan Kketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

2.  Sekretaris mempunyai tugas:

a. Merumuskan program kerja Sekretariat berdasarkan rencana
strategis dan program kerja dinas serta program kerja tahun
sebelumnya sebagai pedoman kerja;

b. Mengoordinasikan penyusunan Dokumen Rencana Strategis
dan Rencana Kerja Tahunan Badanbersama dengan unsur-
unsur organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
lainnya sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

C. Mengoordinasikan kegiatan bidang-bidang dalam penyusunan
program dan pelaporan berdasarkan Rencana Strategis dan
Rencana Kerja Badan untuk sinkronisasi pelaksanaan
program dan kegiatan;

d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberikan
disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar
pekerjaan terbagi habis;

e. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam
menyusun program dan rencana kerja sesuai dengan
ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

f. Mengkoordinasikan kegiatan Sub Bagian sesuai program dan
prosedur kerja agar terjalin keterpaduan program serta
kerjasama yang baik untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas;
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g. Menilai kinerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan
petunjuk pelaksanaan penilaian kinerja sebagai bahan
pengembangan karier pegawai;

h. Mengendalikan pengelolaan rumah tangga, surat-menyurat,
ekspedisi, kearsipan, kepegawaian, ketatalaksanaan,
pendidikan dan pelatihan pegawai, keuangan, perlengkapan,
aset, kehumasan dan protokol sesuai ketentuan dan petunjuk
pelaksanaan untuk tertib administrasi;

i Merumuskan jumlahkebutuhan pegawai sesuai dengan
Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja untuk
bahan masukan pengisian formasi dan promosi jabatan;

] Memantau, menyelia dan mengevaluasi pelaksanaan program
kerja dan rencana kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku
untuk efisiensi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas ;

K. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai data dan
informasi sebagai pertanggungjawaban tugas ; dan

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
atasan, baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan program kerja Sekretariat sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
C. Membimbing pelaksanaan tugas kepada bawahan setiap saat

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan lancar;

d. Mengoreksi bahan usulan formasi jabatan fungsional angka
kredit dan jabatan fungsional umum pada BPKAD berdasarkan
peraturan yang berlaku guna penyusunan usul formasi jabatan
pegawai;

e. Mengoreksi konsep Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)
Pegawai sesuai peraturan yang berlaku ;

f. Mengoreksi konsep Daftar nominatif pegawai sesuai data
Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) guna pengolahan data
selanjutnya;

g. Mengoreksikonsep dokumen kepegawaian(usul
pengangkatan, pemberhentian/pensiun, mutasi, promosi,
kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti, pembuatan
kartu istri/kartu suami, taspen, asuransi) berdasarkan data
yang diolah untuk tertib administrasi kepegawaian;

h. Mengoreksi konsep usulan pengangkatan pertama kali dalam
jabatan, pembebasan sementara dalam jabatan, perubahan
jabatan, pengangkatan kembali untuk jabatan fungsional
kesehatan sesuai peraturan yang berlaku guna pengolahan
data
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I. Mengoreksi  konsep usulan pencantuman gelar pegawai
sesuai peraturan yang berlaku guna pengolahan data
selanjutnya;

J- Mengoreksi konsep usulan diklat pegawai sesuai peraturan
yang berlaku guna pengolahan data selanjutnya,;

k. Menyusun Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja
berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
penyusunan formasi jabatan dan kebutuhan pegawai lingkup
bahan;

l. Mengontrol kegiatan pengelolaan surat masuk, surat keluar,
barang milik daerah serta wurusan kehumasan dan
keprotokolan sesuai peraturan yang berlaku agar kegiatan
berjalan lancar;

m. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

n. Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan
maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya;

0. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan, baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.

4.  Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
a. Menyiapkan, menyusun rencana program kerja rutin dan
pembangunan jangka pendek dan jangka panjang di
lingkungan Badan;
b. Mengatur dan mengawasi pengelolaan administrasi keuangan
Badan meliputi perencanaan anggaran, pengelolaan anggaran
dan pelaporan;

C. Menyelenggarakan pembukuan serta perhitungan evaluasi
perbendaharaan dan pertanggung jawaban keuangan,;
d. Mengatur dan mengawasi bendaharawan pengeluaran,

bendaharawan penerima dan pengelola keuangan lainnya
dalam pelaksanaan tugasnya;

e. Membuat laporan keuangan berdasarkan bahan masukan dari
satuan organisasi di lingkungan Badan;

f. Melaksanakan koordinasi kesekretariatan sesuai bidang tugas
sub bagian Badan;

g. Menyusun bahan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan
kepada bendaharawan yang ada di lingkungan Badan;

h. Menyusun bahan koordinasi, mengatur dan mengawasi

pengelolaan keuangan (gaji, tunjangan dan upah pegawali,
permintaan pencairan, kegiatan verifikasi) yang ada dalam
lingkup Badan;
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I. Membuat konsep surat, telaahan, rekomendasi dan bahan
naskah lain yang berkaitan dengan perencanaan dan
keuangan sesuai pedoman kerja dan atau arahan maupun
disposisi pimpinan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan
tindaklanjut pimpinan;

J- Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai
bidang tugas agar dalam pelaksanaan tugas selalu
mempedomani prosedur dan program kerja yang telah
ditetapkan;

K. Membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai tupoksi dan
bidang tugasnya agar perkerjaan terbagi habis;

l. Melakukan evaluasi monitoring kepada tugas-tugas bawahan
sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku untuk
mengukur/menilai hasil pelaksanaan kegiatan/ kerja;

m. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang
berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun
petunjuk pemecahannya,

n. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas pokok dan fungsinya;
0. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur
1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur mempunyai
tugas:

a. Merencanakan operasional program kerja bidang perencanaan
dan pembinaan aparatur berdasarkan rencana kerja satuan
kerja perangkat daerah sesuai dengan pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya masing-masing untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

C. Memberi petunjuk kepada bawahan setiap saat sesuai dengan
bidang tugasnya masing-masing untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. Merencanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan
penyusunan formasi dan pengadaan ASN sesuai dengan
peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

e. Mengkoordinasikan pembinaan tenaga honorer / Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui realisasi
program, permasalahan dan upaya pemecahan masalah;

f. Merencanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan
pelaksanaan administrasi pemberhentian pegawai
berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
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g. Merencanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan
penyusunan informasi kepegawaian sesuai  petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis agar menjadi informasi
kepegawaian;

h. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi
pemrosesan status dan kedudukan hukum kepegawaian
sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

I. Merencanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan
program pembinaan ASN berdasarkan ketentuan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

J- Merencanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan
program peningkatan kesejahteraan, pemberian penghargaan,
tanda jasa serta pemberian ijin dan cuti ASN sesuai ketentuan
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

k. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi
kebijakan fasilitasi profesi ASN sesuai ketentuan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

l. Mengevalusi produk hukum kebijakan teknis bidang sesuai
dengan pedoman dan peraturan yang berlaku sebagai bahan
pengambilan keputusan selanjutnya,;

m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan kerja bidang
perencanaan dan pembinaan aparatur dengan cara
membandingkan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan
untuk pelaporan kegiatan;

n. Melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan berupa laporan
bulanan, triwulan dan tahunan bidang berdasarkan peraturan
yang berlaku sebagai bahan pertimbangan pimpinan;

0. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

p. Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan
maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya;

g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan

melaporkan kepada pimpinan.

2. Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Aparatur
mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan sub bidang sesuai program kerja
Bidang dan rencana kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman kerja;

b. Membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan
disposisi dan arahan sesuai bidang tugas agar pekerjaan
terbagi habis;

C. Menilai kinerja bawahan sesuai hasil kerja dan petunjuk teknis
penilaian kinerja untuk bahan pertimbangan pengembangan
karier pegawai;
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d. Merencanakan dan menganalisis administrasi penyusunan
data kebutuhan, meliputi jenis dan jumlah jabatan, untuk
pelaksanaan pengadaan ASN sesuai petunjuk teknis yang
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

e. Merencanakan dan menganalisis administrasi kegiatan
pengadaan ASN sesuai dengan peraturan perundang -
undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. Menganalisis berkas administrasi pendaftaran mahasiswa
Perguruan Tinggi Ikatan Dinas sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku sebagai bahan tindak lanjut;

g. Menganalisis berkas administrasi penempatan mahasiswa
Perguruan Tinggi lkatan Dinas yang telah menyelesaikan
pendidikan sesuai dengan peraturan perundang - undangan
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengambilan
sumpah / janji PNS sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku sebagai bahan tindak lanjut;

I. Menganalisis berkas administrasi usul alih status CPNS ke
PNS sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapat
persetujuan dan penandatanganan dari pejabat berwenang;

J- Menganalisis berkas usul Kartu Pegawai dan Kartu Isteri /
Kartu Suami sesuai ketentuan yang berlaku sebagai wujud
pelayanan kepegawaian;

k. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan monitoring dan
evaluasi tenaga honorer / Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku sebagai bahan tindak lanjut;

l. Menganalisis berkas administrasi usul pemberhentian ASN
berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

m. Menganalisis berkas administrasi usul pensiun sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan tindak
lanjut;

n. Menganalisis berkas usulan Tabungan dan Asuransi Pensiun
Pegawai Negeri Sipil sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku sebagai bahan tindak lanjut;

0. Mengoreksi produk hukum terkait kebijakan teknis pada sub
bidang sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku
sebagai bahan pertimbangan pimpinan;

p. Mengoreksi laporan bulanan, triwulan dan tahunan sub bidang
berdasarkan peraturan yang berlaku untuk penyusunan
laporan;

g. Mengontrol pelaksanaan tugas bawahan sesuai hasil kerja

agar diketahui realisasi kegiatan, permasalahan dan upaya
pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

r. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja
sebagai bahan pertanggung jawaban;
S. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai

bidang tugas untuk kelancaran kegiatan.
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3. Kepala Sub Bidang Disiplin, Kesejahteraan dan Perlindungan

Aparatur mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan sub bidang sesuai program kerja
Bidang dan rencana kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman kerja;

b. Membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan
disposisi dan arahan sesuai bidang tugas agar pekerjaan
terbagi habis;

C. Menilai kinerja bawahan sesuai hasil kerja dan petunjuk teknis
penilaian kinerja untuk bahan pertimbangan pengembangan
karier pegawai;

d. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan ASN sesuai
ketentuan yang berlaku sebagai bahan tindak lanjut;

e. Menganalisis tingkat kehadiran ASN sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan tindak lanjut;

f. Menganalisisberkas administrasi penjatuhan hukuman disiplin

ASN berdasarkan peraturan perundang - undangan yang
berlaku sebagai bahan tindak lanjut;

g. Menganalisis berkas usul Kenaikan Gaji Berkala berdasarkan
format dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan tindak
lanjut;

h. Menganalisis berkas usul pemberian penghargaan ASN

sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan tindak lanjut;

I. Menganalisis berkas usul pemberian tanda jasa ASN
berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku
sebagai bahan tindak lanjut;

J- Menganalisis berkas usul pemberian ijin dispensasi dan cuti
ASN berdasarkan peraturan perundang - undangan yang
berlaku sebagai bahan tindak lanjut;

K. Menganalisis berkas administrasi pengajuan bantuan uang
muka perumahan kepada Badan Pertimbangan Tabungan
Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) sesuai
peraturan yang berlaku guna proses pemberian bantuan;

l. Menganalisis berkas usul pemberian izin perkawinan dan
perceraian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan
tindak lanjut;

m. Memeriksa formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN)Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara (LHKASN) sesuai prosedur yang ditentukan guna
tertib administrasi kepegawaian;

n. Mengoreksi produk hukum terkait kebijakan teknis pada sub
bidang sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku
sebagai bahan pertimbangan pimpinan;

0. Mengoreksi laporan bulanan, triwulan dan tahunan sub bidang
berdasarkan peraturan yang berlaku untuk penyusunan
laporan;

p. Mengontrol pelaksanaan tugas bawahan sesuai hasil kerja

agar diketahui realisasi kegiatan, permasalahan dan upaya
pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
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g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja
sebagai bahan pertanggung jawaban;
r. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai

bidang tugas untuk kelancaran kegiatan.

4. Kepala Sub Bidang Informasi dan Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil
Negara mempunyai Tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan sesuai program kerja bidang dan
rencana kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja;
b. Membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan

disposisi dan arahan sesuai bidang tugas agar pekerjaan
terbagi habis;

C. Menilai kinerja bawahan sesuai hasil kerja dan petunjuk teknis
penilaian kinerja untuk bahan pertimbangan pengembangan
karier pegawai;

d. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

e. Menganalisis peremajaan atau pembaruan data pada Sistem
Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Sistem
Informasi Kepegawaian (SIMPEG) sesuai ketentuan yang
berlaku guna bahan evaluasi pimpinan;

f. Merencanakan kegiatan dokumentasi kepegawaian sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

g. Menganalisis data informasi kepegawaian berdasarkan profil
PNS, Nominatif, Daftar urutan kepangkatan, biodata pejabat,
dan kriteria pada tabel statistik yang ditentukan guna
penyebarluasan data dan informasi;

h. Merencanakan pengembangan teknologi informasi terkait
manajemen ASN sesuai ketentuan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

I. Merencanakan dan mengembangkan kegiatan fasilitasi profesi
bagi anggota KORPRI sesuai ketentuan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

J- Mengoreksi produk hukum terkait kebijakan teknis pada sub
bidang sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku
sebagai bahan pertimbangan pimpinan;

k. Mengoreksi laporan bulanan, triwulan dan tahunan sub bidang
berdasarkan peraturan yang berlaku untuk penyusunan
laporan;

l. Mengontrol pelaksanaan tugas bawahan sesuai hasil kerja
agar diketahui realisasi kegiatan, permasalahan dan upaya
pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja
sebagai bahan pertanggung jawaban;

n. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai
bidang tugas untuk kelancaran kegiatan.
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IV. Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur
1. Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur mempunyai
tugas:

a. Merencanakan program Kkerja bidang mutasi dan
pengembangan aparatur berdasarkan rencana kerja satuan
kerja perangkat daerah sesuai dengan pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya masing-masing untuk  kelancaran
pelaksanaan tugas;

C. Memberi petunjuk kepada bawahan setiap saat sesuai dengan
bidang tugasnya masing-masing untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. Mengkoordinasikan kegiatan mutasi pegawai sesuai dengan
peraturan  perundang-undangan yang berlaku  untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

e. Memverifikasi dan mengevaluasi administrasi kenaikan
pangkat sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

f. Merencanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan
program penilaian kinerja ASN berdasarkan ketentuan yang
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g. Merencanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan
pelaksanaan pengembangan karier ASN berdasarkan
peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

h. Merencanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan

kebijakan diklat prajabatan, penjenjangan, diklat teknis
fungsional dan sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

I. Merencanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan
kegiatanpengembangan kompetensi ASN sesuai peraturan

perundang - undangan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
J- Mengevalusi produk hukum kebijakan teknis bidang sesuai

dengan pedoman dan peraturan yang berlaku sebagai bahan
pengambilan keputusan selanjutnya,;

K. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan kerja bidang
mutasi dan pengembangan aparatur dengan cara
membandingkan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan
untuk pelaporan kegiatan;

l. Melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan berupa laporan
bulanan, triwulan dan tahunan bidang berdasarkan peraturan
yang berlaku sebagai bahan pertimbangan pimpinan;

m. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
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n. Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan
maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya;

0. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan

melaporkan kepada pimpinan.

2. Kepala Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan Aparatur mempunyai

Tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan sesuai program kerja Bidang dan
rencana kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja;

b. Membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan

disposisi dan arahan sesuai bidang tugas agar pekerjaan
terbagi habis;

C. Menilai kinerja bawahan sesuai hasil kerja dan petunjuk teknis
penilaian kinerja untuk bahan pertimbangan pengembangan
karier pegawai;

d. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

e. Menganalisisberkas administrasi perpindahan pegawai dalam
lingkup instansi, ke dalam dankeluar instansi sesuai petunjuk
teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku sebagai bahan
tindak lanjut;

f. Menganalisis berkas administrasi pengangkatan pertama Kkali,
pengangkatan kembali dan perpindahan dalam jabatan
fungsional sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g. Menganalisis berkas administrasi pembebasan dari jabatan
fungsional sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h. Merencanakan dan melaksanakanpembinaan, monitoring dan
evaluasi jabatan fungsional sesuai petunjuk teknis dan
petunjuk pelaksanaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

I. Menganalisis berkas usul penambahan masa kerja sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan tindak
lanjut;

J- Menganalisisberkas administrasikenaikan pangkat sesuai
petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku
sebagai bahan tindak lanjut;

k. Mengoreksi produk hukum terkait kebijakan teknis pada Sub
Bidang sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku
sebagai bahan pertimbangan pimpinan;

l. Mengoreksi laporan bulanan, triwulan dan tahunan Sub Bidang
berdasarkan peraturan yang berlaku untuk penyusunan
laporan;

m. Mengontrol pelaksanaan tugas bawahan sesuai hasil kerja
agar diketahui realisasi kegiatan, permasalahan dan upaya
pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

1
RENSTRA PERUBAHAN 2016-2021 21



n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja
sebagai bahan pertanggung jawaban;
0. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai

bidang tugas untuk kelancaran kegiatan.

3. Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karier

Aparatur mempunyai Tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan sub bidang sesuai program kerja
bidang dan rencana kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman kerja;

b. Membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan
disposisi dan arahan sesuai bidang tugas agar pekerjaan
terbagi habis;

C. Menilai kinerja bawahan sesuai hasil kerja dan petunjuk teknis
penilaian kinerja untuk bahan pertimbangan pengembangan
karier pegawai;

d. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

e. Merencanakan dan melaksanakan penilaian dan evaluasi
kinerja. ASN (meliputi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan
Penetapan Angka Kredit (PAK)) sesuai ketentuan yang berlaku
sebagai bahan tindak lanjut;

f. Menyusun pedoman pola pengembangan karier ASN sesuai
prosedur dan ketentuan teknis yang berlaku sebagai bahan
tindak lanjut;

g. Menganalisis dan memverifikasi berkas usul promosi jabatan
ASN berdasarkan data dan informasi sebagai bahan tindak
lanjut;

h. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan seleksi jabatan

sesuai prosedur dan ketentuan teknis yang berlaku sebagai
bahan tindak lanjut;

I. Menganalisis berkas administrasi pengangkatan dalam jabatan
pimpinan tinggi, administrator dan pengawas sesuai prosedur
dan ketentuan teknis yang berlaku sebagai bahan tindak lanjut;

J- Menganalisis berkas usul penunjukan pejabat pelaksana tugas
(PIt.) sesuai prosedur dan ketentuan teknis yang berlaku
sebagai bahan tindak lanjut;

K. Menganalisis berkas usul penunjukan pejabat pelaksana
harian (Plh.) sesuai prosedur dan ketentuan teknis yang
berlaku sebagai bahan tindak lanjut;

l. Mengoreksi produk hukum terkait kebijakan teknis pada sub
bidang sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku
sebagai bahan pertimbangan pimpinan;

m. Mengoreksi laporan bulanan, triwulan dan tahunan sub bidang
berdasarkan peraturan yang berlaku untuk penyusunan
laporan;
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n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai hasil kerja
agar diketahui realisasi kegiatan, permasalahan dan upaya
pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

0. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja
sebagai bahan pertanggung jawaban;
p. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai

bidang tugas untuk kelancaran kegiatan.

4. Kepala Sub Bidang Diklat dan Pengembangan Kompetensi Aparatur
mempunyai Tugas:

a. Menyusun rencana kerja kegiatan sub bidang sesuai program
kerja bidang dan rencana kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman kerja;

b. Membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan
disposisi dan arahan sesuai bidang tugas agar pekerjaan
terbagi habis;

C. Menilai kinerja bawahan sesuai hasil kerja dan petunjuk teknis
penilaian kinerja untuk bahan pertimbangan pengembangan
karier pegawai;

d. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pekerjaan;

e. Menganalisis kebutuhan diklat prajabatan, penjenjangan,

sertifikasi dan diklat teknis fungsional berdasarkan data dan
informasi untuk tertib administrasi;

f. Menganalisis berkas  administrasi penyertaan  atau
pelaksanaanuntukdiklat prajabatan, penjenjangan, diklat teknis
fungsionaldan sertifikasi kepada lembaga penyelenggara diklat
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g. Menganalisisberkas usul peningkatan kualifikasi pendidikan,
meliputi izin belajar, tugas belajardan pencantuman gelar
akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk
pengembangan kompetensi pegawai ASN;

h. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan ujian dinas dan
ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazahsesuai dengan
pedoman kerja untuk keberhasilan program;

I. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi
terhadap pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan
pegawai pasca diklat;

J- Menganalisis berkas administrasi penempatan kembali
pegawai selesai tugas belajar sesuai peraturan yang berlaku
agar tertib administrasi kepegawaian;

K. Melaksanakan fasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi
pegawai ASN sesuai prosedur dan ketentuan teknis yang
berlaku sebagai bahan tindak lanjut;

l. Mengoreksi produk hukum terkait kebijakan teknis pada sub
bidang sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku
sebagai bahan pertimbangan pimpinan;
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m. Mengoreksi laporan bulanan, triwulan dan tahunan sub bidang
berdasarkan peraturan yang berlaku untuk penyusunan

laporan;

n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja
sebagai bahan pertanggung jawaban;

0. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai

bidang tugas untuk kelancaran kegiatan.
2.1.2 Struktur Organisasi BKPP

Struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kota Banjarbaru berdasarkan Peraturan Walikota No
51 Tahun 2016

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana telah disebutkan diatas,

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan Kkebijakan teknis bidang Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis bidang Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi - fungsi
penunjang Urusan Pemerintah Daerah bidang Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan;

5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Kelompok Jabatan Sekretariat
Fungsional pTTTTTTTTTTTT
Subbag Umum Subbag
! Kepegawaian Perencanaan &
Keuangan
Bidang Perencanaan dan Bidang Mutasi dan
Pembinaan Aparatur Pengembangan Aparatur
Sub Bidang Pengadaan dan Sub Bidang Mutasi dan
Pemberhentian Aparatur Pengembangan Aparatur
Sub Bidang Disiplin, Sub Bidang Penilaian Kinerja
Kesejahteraan dan dan Pengembangan Karir
Sub Bidang Informasi dan — Sub Bidang Diklat dan
Fasilitasi Profesi ASN Pengembangan Kompetensi
Aparatur
gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

1
RENSTRA PERUBAHAN 2016-2021 25



2.2 Sumber Daya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BKPP Kota Banjarbaru harus
didukung oleh sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur,
dan sarana prasarana yang memadai. Dukungan SDM aparatur BKPP
berdasarkan keadaan bulan Agustus 2018 sebanyak 50 orang, yang
terdiri dari PNS sebanyak 30 orang dan PTT serta Pegawai Kontrak

sebanyak 17 orang.

f. Berdasarkan Status Kepegawaian

Table 2.1
Klasifikasi pegawai BKPP berdasarkan status kepegawaian
menurut jenis kelamin

STATUS LAKI-LAKI | PEREMPUAN
KEPEGAWA
IAN
1. PNS 18 15
e PTT 2 1
3. KONTRAK 9 5
JUMLAH 29 21

20 18
15 A
9 O Laki-laki
10 A
B Perempuan
5
5 -
2 1
0 . I_h :
PNS PTT Kontrak
Grafik 2.1

Klasifikasi pegawai BKPP berdasarkan status kepegawaian
menurut jenis kelamin
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g. Berdasarkan Jenis Jabatan

Table 2.2
klasifikasi pegawai BKPP berdasarkan jenis jabatan menurut jenis kelamin

JENIS LAKI-LAKI PEREMPUAN
JABATAN
1. STRUKTURAL 8 4
2. FUNGSIONAL 3 0
3. PELAKSANA 7 11
4. PTT/KONTRAK 11 6
Pelaksana
JUMLAH 29 21
12 11
10 8
8 L 6
6 I
4 ] 3 3
o T
0 T T
Struktural Fungsional Pelaksana PTT/KONTRAK

Pelaksana

||:| Laki laki @ Perempuan |

Grafik 2.2
klasifikasi pegawai BKPP berdasarkan jenis jabatan menurut jenis kelamin

h. Berdasarkan Golongan Ruang (PNS)

tabel 2.3
klasifikasi PNS di BKPP berdasarkan golongan
ruang menurut jenis kelamin

No GOL RUANG LAKI-LAKI | PEREMPUAN
1. IvV/d - -
2. IV/c 1 -
3. IV/b 1 -
4. IV/a 3 -
5. i/d - 2
6. li/c 3 4
7. I/b 3 1
8. ll/a 4 6
9. l/d - 1
10. ll/c 1 1
11. /b 1 -
12. Il/a - -
13. I/lc 1 =
TOTAL 18 15

1
RENSTRA PERUBAHAN 2016-2021 27



IV/c

Klasifikasi PNS di BKPP berdasarkan golongan

IV/a lli/c

I1/c

O Laki-laki
B Perempuan

l/a

Grafik 2.3

I/c

ruang menurut jenis kelamin

i. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Table 2.4
Klasifikasi tingkat pendidikan pegawai BKPP menurut jenis kelamin

NO PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
1. S2 4 1
2. S1 15 14
3. D3 4 2
4, D1 1
5. SMA 4 4
6. SMP 1
JUMLAH 29 21
16 1504
14
12
10
8
61 4 4 4 4
4 2
, 1] |2 1 1
0 - 1 1 I_I 1 I_I
S2 S1 D3 D1 SMA SMP

O Laki Laki @ Perempuan

Grafik 2.4
Klasifikasi tingkat pendidikan pegawai BKPP menurut jenis kelamin
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]. Berdasarkan Jenis Kelamin

tabel 2.5
Klasifikasi pegawai BKPP berdasarkan jenis kelamin
NO JENIS Pegawai/
KELAMIN org
1. Laki laki 29
2. Perempuan 21
JUMLAH 50

42% ﬁ

M laki laki
B perempuan

. ' 58%

Grafik 2.5
Klasifikasi pegawai BKPP berdasarkan jenis kelamin

Dari grafik-grafik tersebut diatas diketahui bahwa secara umum
kondisi PNS Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota
Banjarbaru memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup baik,
hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan yaitu sebanyak 29 orang
adalah berpendidikan Sarjana (S1) dan 5 orang adalah berpendidikan
Magister/Pasca Sarjana (S2), sehingga dapat dikatakan bahwa
pengetahuan, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki PNS
dilingkungan BKPP Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya adalah cukup baik dan potensial.

Sedangkan persentase jumlah PNS Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru berdasarkan Golongan
menunjukkan bahwa Pegawai dengan Golongan IlI merupakan
golongan pegawai terbanyak yaitu 23 orang dengan persentase 69 %
dari jumlah total pegawai yaitu sebanyak 33 orang untuk Golongan IV
sebanyak 5 orang dengan persentase 15 % golongan Il sebanyak 4
orang dengan persentase 12 % serta golongan | sebanyak 1 orang

dengan persentase 3 %.
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Demikian juga bila dikaitkan dengan isu pengarusutamaan-
gender (gender mainstreaming), maka perbandingan jumlah pegawai
laki-laki dengan perempuan dilingkungan Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru menunjukkan angka yang
cukup proporsional dan berimbang, yakni 58 % pegawai laki-laki dan

42 % pegawai perempuan.

Sumber daya aparatur pada Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan Kota Banjarbaru dengan latar belakang pendidikan,

kepangkatan, masa kerja, dan usia adalah sebagai berikut ini :

tabel 2.6
Daftar urut kepangkatan Pegawai Negeri Sipil BKPP
Kota Banjarbaru
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2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana BKPP
Selain sumber daya aparatur, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

BKPP Kota Banjarbaru juga didukung sarana dan prasarana
perkantoran. Sarana prasarana merupakan segala sesuatu yang
digunakan, dipakai, ditempati dalam hubungan langsung dengan
pelayanan kepegawaian yang diberikan oleh Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru, BKPP dalam melaksanakan
pelayanan publik memerlukan sekali sarana dan prasarana, baik itu
perlengkapan, peralatan, kendaraan operasional pelayanan, jaringan
komunikasi, tempat duduk tamu, TV, dan sarana pendukung pelayanan
lainnya harus memadai dan sesuai standar pelayanan agar dapat
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa

pelayanan kepegawaian.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
bidang kepegawaian dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

1
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Tabel 2.7
Sarana dan Prasarana di BKPP Kota Banjarbaru

NO NAMA BARANG JUMLAH
1 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 234 Buah
Alat-alat Angkutan 16 Buah
- Staion Wagon 1 Buah
- Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) 1 Buah
- Mobil Ambulance 1 Buah
- Sepeda Motor 13 Buah
Alat Bengkel dan Alat Ukur 1 Buah
- Air Blower 1 Buah
Alat Kantor dan Rumah Tangga 206 Buah
- Mesin Absen (Time Recorder) 2 Buah
- Lemari Besi 18 Buah
- Rak Besi/Metal 8 Buah
- Filling Besi/Metal 8 Buah
- BrandKas 2 Buah
- LemariKaca 3 Buah
- Papan Visuil 1 Buah
- Alat Penghancur Kertas 1 Buah
- Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 1 Buah
- LCD Proyektor 3 Buah
- Lemari Kayu 1 Buah
- Meja Besi/Metal 1 Buah
- Meja Rapat 2 Buah
- Kursi Tamu 2 Buah
- Kursi Putar 2 Buah
- Bangku Tunggu 1 Buah
- Sofa 1 Buah
- Gordyn 1 Buah
- Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner 1 Buah
- LemariEs 2 Buah
- AC Split 20 Buah
- Televisi 6 Buah
- Sound System 1 Buah
- Wireless 1 Buah
- Microphone Table Stand 1 Buah
- Tustel 1 Buah
- Tangga Alumunium 1 Buah
- Dispenser 2 Buah
- Mainframe 1 Buah
- Local Area Network (LAN) 1 Buah
- P.C Unit/ Komputer PC 30 Buah
- LapTop 29 Buah
- Note Book 2 Buah
- Printer 3 Buah
- Monitor 5 Buah
- Printer 20 Buah
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- Scanner 1 Buah
- UPS 8 Buah
- Peralatan Jaringan Lain-lain 1 Buah
- Meja Kerja Pejabat Eselon || 1 Buah
- Meja Kerja Pejabat Eselon Il| 4 Buah
- Kursi Kerja Pejabat Eselon I 1 Buah
- Kursi Kerja Pejabat Eselon Il 4 Buah
- Lemari Buku untuk Pejabat Eselon I 1 Buah
Alat Studio dan Alat Komunikasi 13 Buah
- Layar Proyektor 4 Buah
- Camera Electronic 2 Buah
- Telephone (PABX) 6 Buah
- Facsimile 1 Buah
Alat-alat Kedokteran 3 Buah
- Tensi Meter 1 Buah
- Tabung Oksigen 1 Buah
- Alat Kedokteran bag. Penyakit Dalam Lain-Lain 1 Buah
- Alat music 1 Buah

TOTAL 240 Buah

2.2 Kinerja Pelayanan BKPP

Sesuai dengan pelimpahan kewenangan, pelayanan yang diberikan di
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru adalah
pelayanan yang meliputi semua hal / bidang yang terkait dengan
kepegawaian dengan rincian sebagai berikut:

1
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tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPP Tahun 2011 s/d 2015

Indikator Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

Program Kinerja sesuai 201
Tugas dan 2011 | 2012 | 2013 4

Fungsi SKPD

M9 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

@) ) (6) @) ® | (9 | 10 | A1) | (12) | (13) | (14) | (15 | (16) | (17) | (18) | (19) | (20)

Peningatan Persentase
Kapasitas Sumber | Aparatur yang
Daya Aparatur Memiliki

1 Kompetensi 50 64,54 | 76,17
Sesuai
Bidangnya
(%)

88,3 | 100,0 138,4 | 133,3

99,90 | 89,36 | 101,6 | 71,76 | 86,47 99 81,24 | 86,47

Pembinaan dan Persentase
Pengembangan Aparatur yang
Aparatur Memiliki
Pembinaan 87,2 | 100,0 | 153,2 | 106,4
Karir Sesuai =0 61,66 | 76,13
dengan
Kebutuhan
(%)

223,0 | 247,2 172,6 | 123,8 | 255,6 | 247,2

94,31 153,2

Pendidikan Persentase
Kedinasan Aparatur yang
Memiliki

3 Kompetensi 60 69,43 | 79,62
Sesuai
Bidangnya
(%)

89,8 | 100,0 | 1159 | 139,4 | 217,1 | 194,7 | 229,4 | 115,9 | 200,8 | 272,6 | 216,8 | 229,4

Peningkatan Persentase
Informasi Aparatur yang
Kedudukan Memiliki
Hukum Pegawai Pembinaan 60,0
Karir Sesuai 100 80 70,00
dengan
Kebutuhan
(%)

106,6 106,6 | 98,02 | 120,1

50,00 78,42 | 84,10 | 32,41 | 26,92 54,01 | 53,84
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tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPP Tahun 2011 s/d 2015

Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan
Uraian
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Reali
1 2 3 4 o) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran 449.417.95 493.963.30 354.457.23 13%
382.807.300 0 0 541.298.800 632.536.496 1 417.483.819 457.377.289 526.990.927 582.320.327 92,59 92,89 92,59 97,36 92,06 34%
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur 290.460.00 386.050.05
80.393.000 0 0 218.285.000 199.881.000 74.912.000 214.000.723 354.851.750 206.757.000 178.517.400 93,18 73,68 91,92 94,72 89,31 61% 238%

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan dan Capaian
Kinerja Keuangan

59.832.900 61.149.950

72.908.550 65.000.000 89.999.950 55.621.950 57.576.850 68.303.900 32.231.500 53.636.450 92,96 94,16 93,68 49,59 59,60 12% 26%
Program Pendidikan
Kedinasan 2.194.432.7 1.925.172.6 648.116.80
692.902.000 00 75 1.475.146.970 1.697.718.900 0 1.371.262.132 1.586.605.600 298.017.400 1.054.186.556 93,54 62,49 82,41 20,20 62,09 49% 170%
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 2.134.453.1 | 1.383.337.5 | 393.993.40 2.082.536.5
50 00 0 477.857.400 2.389.323.300 50 1.090.116.700 330.330.130 460.674.150 358.587.179 97,57 78,80 83,84 96,40 15,01 79% -113%
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur 1.644.022.6 | 1.703.217.5 | 1.822.343.8 929.954.40
25 45 50 1.764.078.000 1.795.189.550 0 1.011.707.550 1.172.159.550 988.944.686 841.512.345 56,57 59,40 64,32 56,06 46,88 2% 17%
Program Peningkatan
Informasi Dan
Kedudukan Hukum 661.362.35 | 427.404.30 425.766.12
egawal 460.865.900 0 0 563.629.250 422.197.300 5 470.849.200 306.451.700 438.458.700 350.056.400 92,38 71,19 71,70 77,79 82,91 4% -19%
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tabel 2.10
pencapaian kinerja pelayanan BKPP 2016 s/d 2017

Target Renstra SKPD Tahun

Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun

NO

Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD

ke-

ke-

ke-

2016

2017

2016

2017

2016

2017

@)

)

@)

(4)

©)

(6)

@)

(8)

Prosentase pegawaii
yang menyelesaikan
pendidkan dan pelatihan
tepat waktu

100

105,60

105,6

Prosentase penataan
pegawai yang sesuai
kompetensi dan
kebutuhan

100

113

113

Prosentase jabatan yang
diisi pegawai yang telah
memenuhi standar
kompetensi

100

99,07

99,7

Prosentase penanganan
pelanggaran disiplin

100

100

100

Prosentase aparatur
yang hak-hak
kepegawaiannya
terpenuhi sesuai
ketentuan

100

92,5

92,5

Tingkat kepuasan
pelayanan administrasi
kepegawaian

BAIK

BAIK

100

Prosentase
pengembangan data
informasi

100

100

100

Nilai evaluasi LKIP

CC(>60)

B(64,94)

Prosentase tertib
admnistrasi barang/aset

100

100

100

10

Persentase pegawai
yang memiliki sertifikat
diklat peningkatan
kompetensi manajerial

82,97

85,90

103,53

11

Persentase pegawai
yang memiliki sertfikat
diklat peningkatan
kompetensi teknis

31,99

72,17

225,60

12

Jumlah ASN yang
mengikuti tugas belajar
sesuai kebutuhan
formasi

38

40

105,26

13

Persentase jabatan yang
diisi sesuai dengan
kompetensi

95,51

97,31

101,88

14

Persentase penanganan
terhadap pelanggaran
disiplin

100

100

100

15

Persentase OPD yang
tidak terdapat
pelanggaran disiplin

83,33

69,69

83,63

16

Persentase pegawai
yang terpenuhi hak-hak
kepegawaiannya sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku

100

100

100
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Persentase administrasi
17 | kepegawaiian yang 100 114,3 114,3
diselesaikan tepat waktu
Indeks kepuasan

18 | pelayanan administrasi 80 73,42 91,77
kepegawaian
Persentase pegawai

19 yang datanya akurat 100 100 100

20 | Nilai Evaluasi LKIP >60 65,24 108,73
Persentase temuan

21 | BPK/Inspektorat yang 100 100 100
ditindak lanjuti

22 Persentase tertb 100 100 100

administrasi barang/aset
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Anngaran Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPP

Kota Banjarbaru Tahun 2016 s/d 2017

tabel 2.11

Rasio antara
: Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan
Uraian Anggaran Tahun
2016 2017 2016 2017 2016 2017 Anggaran Realisasi
1 2 3 7 8 12 13 17 18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
756.400.640 1.283.670.524 653.169.810 1.049.819.790 86,35 81,78 70% 61%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
309.687.000 528.610.000 276.221.380 505.621.300 89,19 95,65 71% 83%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 48.728.850 52 299.000
dan Capaian Kinerja Keuangan 43.238.850 48.683.000 | 88,73 | 93,00 7% 13%
Program Pendidikan Kedinasan 2.568.029.800 2.950.488.100 1.711.856.240 1.988.763.130 66,66 67,40 15% 16%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 616.791.150 85.635.250 372.279.716 19.421.400 | 60,36 | 22,68 -86% -95%
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
9 ! g g P Y 3.160.172.075 1.993.892.750 1.586.428.313 1.155.231.000 50,20 57,94 -37% -27%
Program Peningkatan Informasi Dan Kedudukan Hukum
Pegawai 536.859.200 629.539.150 368.512.760 495.190.000 68,64 78,66 17% 34%
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Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar
kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota
Banjarbaru relatif tercapai dengan baik. Sesuai tugas dan fungsinya
secara garis besar jenis pelayanan BKPPP yang dapat diberikan kepada
Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota

Banjarbaru dan masyarakat maupun pengguna layanan lainnya, antara

lain:
1. Pelayanan proses administrasi penetapan kenaikan pangkat PNS
2. Pelayanan Mutasi Pindah PNS
3. Pelayanan pengusulan mengikuti pendidikan dan pelatihanPNS
4. Pelayanan pengembangan karier PNS
5. Pelayanan pemberian cuti PNS
6. Pelayanan pengusulan kenaikan gaji berkala PNS
7. Pelayanan Pemberian Pensiun PNS
8. Pelayanan penerbitan kartu pegawai, karis,karsu dan taspen
9. Pelayanan dalam memfasilitasi dalam hal pengangkatan penempatan

dan pemberhentian PNS
10. Pelayanan administrasi lainnya dibidang kepegawaian yang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan

Kinerja pelayanan BKPP selain ditinjau dari capaian kinerja berdasarkan
sasaran/target indikator kinerja, juga dapat ditinjau dari anggaran dan
realisasi pendanaan pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kota Banjarbaru periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun
2011-2015 dan Tahun 2016 - 2017 sebagaimana dijelaskan dalam tabel
2.8 dan table 2.10.

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKPP

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang BKPP dalam
menjalankan fungsinya sebagai pengelola kepegawaian diantaranya:
Tantangan
1. Belum sepenuhnya diterapkan pengembangan sistem karier berdasarkan
kinerja;
2. Belum terlaksananya sistem remunerasi pegawai berbasis kinerja dan disertai

penerapan sistem rewards and punishment yang lebih tegas;
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3. Pelaksanaan kesejahteraan PNSD berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku belum terlaksana secara optimal karena
bergantung pada kemampuan keuangan daerah;

4. Proses seleksi, penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil
(CPNS) belum sepenuhnya berdasarkan pada analisis kebutuhan dan
kompetensi yang diperlukan;

5. Pengembangan kualitas CPNS yang berasal dari tenaga honorer yang
kompetensinya kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi

6. Hingga saat ini BKPP untuk bidang Diklatnya belum terakreditasi, disebabkan
karena belum memiliki fasilitas gedung diklat sehingga setiap melaksanakan
kediklatan harus berkoordinasi dan melakukan kerjasama dengan lembaga
diklat yang sudah terakreditasi;

Pengembangan Pelayanan

1. Penerapan pengembangan karier berdasarkan sistem Merit

2. Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat;

3. Penerapan sistem remunerasi pegawai berbasis kinerja dan disertai penerapan
sistem rewards and punishment yang lebih tegas;

5. Penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) berdasarkan
pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan;

6. Perkembangan IPTEK yang pesat, dan peran serta masyarakat yang dapat
lebih mempercepat peningkatan kinerja BKPP pada era globalisasi;
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BAB Il
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS BKPP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dinamika perkembangan lingkungan yang semakin modern dapat memberikan
pengaruh terhadap perencanaan strategis dan secara terstruktur lingkungan
strategis merupakan tantangan yang akan dihadapi sekaligus peluang
pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota
Banjarbaru dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Lingkungan Internal

Lingkungan internal BKPP Kota Banjarbaru dalam pengembangan
pelayanan sebagai berikut :

a. Faktor Kekuatan Organisasi

1) Kewenangan BKPP Kota Banjarbaru dalam menyelenggarakan
pelayanan manajemen aparatur sipil Negara daerah dibidang
penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, kenaikan pangkat
dan jabatan, pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola
karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penghargaan, penegakan
disiplin, kode etik dan perilaku, pemberhentian, pensiun, taspen dan
juga perlindungan aparatur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam

perundang undangan.

2) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru telah
memiliki Media Center yang diperuntukan untuk pelaksanakan
pelayanan satu pintu rangka memeberikan pelayanan yang terbaik bagi
seluruh pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

3) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru telah
melaksanakan Test Pengukuran Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi,
Admnistrator serta Pengawas dalam pelaksanaaan Seleksi Terbuka
Jabatan ASN dengan bekerja sama dengan pihak Ilain yang
berkompeten dibidangnya.
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4) Sumber daya manusia aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kota Banjarbaru siap untuk mendukung pengelolaan program
manajemen pegawai negeri sipil yang profesional dan berbasis
kompetensi serta berkinerja baik.

5) Terjalinnya koordinasi yang baik dengan Departemen/Lembaga
Pemerintah Non Departemen lainnya (Depdagri, Setkab, Setneg, BKN,

PT. Taspen (Persero), Bapertarum PNS) dan Pemerintah

Kabupaten/Kota maupun instansi terkait lainnya memungkinkan
berfungsinya seluruh elemen organisasi untuk meningkatkan kinerja

dalam pelaksanaan programnya.
b. Faktor Kelemahan Organisasi

1) Belum optimalnya pendistribusian dan penataan sumber daya manusia
aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi untuk
mewujudkan profesionalisme penyelenggaraan manajemen sumber daya

aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

2) Belum terbangunnya integrasi sistem informasi database kepegawaian
secara menyeluruh yang dapat mendukung penyelenggaraan dan
pengelolaan manajemen kepegawaian di bidang Teknologi Information (TI);

3) Belum terbangunnya merit system yang mana penilaian kinerja pegawai
ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru masih belum bisa diukur

berdasarkan kompetensi.
3.1.2 Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua factor strategis yang karena berada pada
lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung
oleh manajemen Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota
Banjarbaru, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi,
dua factor tersebut adalah :

a. Faktor Peluang Organisasi

1) Meningkatnya kepercayaan dari masyarakat dan Pemerintah Kota
Banjarbaru kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
untuk melaksanakan manajemen sumber daya aparatur terkait dengan
pelaksanaan seleksi rekruitmen pengadaan calon pegawai negeri siplil

yang bebas kepentingan korupsi, kolusi dan nepotisme melalui sistem
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Computer Assisted Test (CAT) di lingkungan Pemerintah Kota

Banjarbaru.

2) Semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap aparatur

pemerintah yang profesional dan berwawasan luas.
b. Faktor Tantangan Organisasi

1) Masih cukup luasnya cakupan pelayanan bidang manajemen sumber
daya aparatur guna mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good

governance).

2) Belum terbangunnya sistem pengembangan pola karir dan kompetensi

pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota banjarbaru.

3) Dengan diberlakukannya Undang -Undang Nomor 5 tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga banyak perubahan paradigma
tentang sistem pengelolaan menajamen aparatur sipil negara (ASN)

dimana perubahan tersebut memerlukan proses yang berkelanjutan.

3.2Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih.

Visi Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan oleh Walikota dan
Wakil Walikota Banjarbaru terpilih adalah “TERWUJUDNYA KOTA
BANJARBARU SEBAGAI KOTA PELAYANAN YANG BERKARAKTER”, dengan
5 Misi untuk mendukung pencapaian Visi tersebut, yaitu :

Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan Misi Kota Banjarbaru Tahun

2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing dan
berakhlak mulia.

2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan
berwawasan lingkungan

3. Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan
prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang
kewirausahaan.

4. Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik
dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.

5. Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib.
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Misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPP sebagai pengelola aparatur
pemerintah Kota Banjarbaru adalah Misi ke-4 yaitu “Melaksanakan Reformasi
Birokrasi Yang Berorientasi Kepada Pelayanan Publik dan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik berbasis Teknologi Informasi”.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kota
3.3.1 Telahaan Renstra BKPP dengan Renstra Badan Kepegawaian Negara

Visi dari Badan Kepegawaian Negara adalah Menjadi Pembina dan
Penyelenggara Manajemen Kepegawaian Yang Profesional dan Bermartabat,
dan tugas dari Badan Kepegawaian Negara adalah melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian Negara sesuai ketentuan
dan peraturan perundang-undangan.

Tujuan strategis dari Badan kepegawaian Negara adalah Mewujudkan
manajemen kepegawaian yang modern, mewujudkan pelayanan prima
bidang kepegawaian dan Mewujudkan Manajemen internal yang efektif,
efisien dan akuntabel.

Tujuan dari BKPP Kota Banjarbaru adalah Terwujudnya Sumber Daya
Aparatur yang Dberkualitas dengan melaksanakan manajemen
kepegawaian yang baik dan terukur jelas.

3.3.2 Telahaan Renstra BKPP dengan Renstra Kementrian Pendayaagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka menunjang dan membantu Kementrian PAN dan RB dalam
rangka menuju kesuksesan pelaksanaan fungsi, maka Deputi Pengawasan
dan Akuntabilitas menyusun Visi untuk Kemenpan RB adalah sebagai berikut :
‘Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik Melalui Pengawasan Yang Efektif dan
Efisien serta Aparatur Yang Akuntabel, Berkinerja Tinggi dan Bebas Dari KKN”.
Tujuan strategis dari Kemenpan RB adalah Meningkatkan pengawasan
internalisasi pemerintah dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi
serta meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan dalam rangka
percepatan reformasi birokrasi.

Dari telahaan Visi Kemenpan RB tersebut diatas dapat dikatakan bahwa tujuan
BKPP Kota Banjarbaru telah sejalan dengan Visi Institusi Pusat tersebut yaitu
sama-sama ingin menciptakan Aparatur yang berkualitas yaitu yang memiliki
kinerja tinggi, akuntabel serta bersih dari KKN.
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3.3.3 Telahaan Renstra BKPP Kota Banjarbaru dengan Renstra BKD Provinsi Kalsel

Dalam Renstra BKD Provinsi Kalsel tertera bahwa Visinya adalah

“ Penyelenggaran Manajemen Kepegawaian Berbasis Kompetensi Menuju
Terciptanya Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional ”, dan pencapaian visi
tersebut tentu saja ditunjang dengan beberapa Misi yaitu Mewujudkan
Aparatur yang Berkualitas Melalui Pemantapan Perencanaan, Pembinaan dan
Pengembangan Pegawai, Terkelolanya Data dan Informasi Kepegawaian serta
Menyelenggarakan Pelayanan Prima Administrasi Kepegawaian.

Tujuan strategis yang ingin dicapai oleh BKD Provinsi Kalsel adalah
Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah Yang Profesional dan Mewujudkan
Pelayanan Prima Administrasi Kepegawaian. Dari uraian diatas terdapat
kesamaan tujuan dengan BKPP Kota Banjarbaru yaitu sama-sama ingin
mewujudkan aparatur yang memenuhi standar kompetensi dimana salah satu
poinnya adalah aparatur atau pegawai yang bersifat profesional, serta sama-
sama ingin mewujudkan pelayanan dan meningkatkan pelayanan administrasi

kepegawaian.

3.4Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
StrategisDalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPP Kota Banjarbaru yaitu
dengan kaitannya dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya tidak
dapat lepas dari faktor — faktor dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) serta kajian
lingkungan hidup strategis (KLHS). Pembangunan dan pelayanan yang diberikan
Kota Banjarbaru meliputi bidang pendidikan, kesehatan, perpustakaan,
kepemudaan dan olah raga, pariwisata, pekerjaan umum dan penataan ruang,
perumahan, lingkungan hidup, perhubungn, ketenagakerjaan, pangan, koprasi dan
ukm,penanaman modal, perdagangan, pemerintahan umum, komunikasi dan
informatika serta kepegawaian.

Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap semua bidang urusan
tersebut diatas harus didukung dengan ketersediaan sumber daya aparatur
Pemerintah Kota Banjarbaru yang berkualitas yaitu profesional, jujur dan akuntabel,
disanalah tugas dan fungsi BKPP dalam menempatkan aparatur yang tepat sesuai
dengan kompetensinya, dan didukung dengan program — program yang
dilaksanakan pada BKPP Kota Banjarbaru
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3.5Penentuan Isu —isu Strategis
Dari hasil identifikasi permasalahan sebelumnya, inventarisasi dan menetapkan
skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah
Kota Banjarbaru dapat dirumuskan menjadi isu-isu strategis yang berkaitan erat
dengan tugas pokok dan fungsi BKPP serta berpengaruh dalam pengembangan
Kinerja pelayanan BKPP Kota Banjarbaru di masa yang akan datang, diantaranya :
1.Penataan SDM Aparatur yang belum terdistribusi sesuai dengan formasi
kebutuhan
2. Kompetensi SDM Aparatur yang belum dikembangkan secara optimal
3. Pelaksanaan Integrasi Database Kepegawaian
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
STRATEGIS BKPP

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya
Aparatur yang lebih bersih, profesional dan sejahtera Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru berupaya menyelenggarakan pelayanan
manajemen kepegawaian yang berkualitas, maka dirumuskanlah tujuan dan

sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut :

41.1. Tujuan

Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kota Banjarbaru ditetapkan tujuan strategis vyaitu Terwujudnya
Sumber Daya Aparatur yang Berkualitas.

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh peningkatan kualitas penataan SDM
Aparatur Sipil Negara yang memiliki keahlian, pengetahuan, sikap dan
perilaku sesuai dan kebutuhan. Selain itu juga terbentuknya pegawai ASN di
lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang disiplin, integritas,
mengedepankan kompetensi yang memadai dan bekerja dengan dedikasi
yang tinggi serta dan berorientasi pada prestasi kerja yang diiringi dengan
peningkatan kesejahteraan pegawai. Serta didukung dengan sistem informasi
database kepegawaian ASN yang terintegrasi dengan penilaian kinerja
termasuk peta jabatan dan integrasi sistem aplikasi pencatatan kerja pegawai
dengan pengisian dokumen analisis jabatan, analisis beban kerja dan
sasaran kerja pegawai.

4.1.2 Sasaran

Sasaran strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota
Banjarbaru berdasarkan hasil indentifikasi potensi permasalahan internal dam
eksternal dalam rangka untuk mencapai tujuan. Sasaran strategis
merupakan ukuran kinerja dari tujuan strategis organisasi yang dapat
direncanakan dan dilaksanakan setiap tahunnya. Adapun sasaran strategis
BKPP Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:
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a. Meningkatnya Penataan Sumber Daya Aparatur

Sasaran pertama ini dimaksudkan agar dapat mendukung terciptanya
reformasi birokrasi, diharpkan dengan penataan pegawai sesuai dengan
formasi yang dibutuhkan serta sesuai dengan kompetensinya sehingga
tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik. Sasaran
ini didukung dengan beberapa indicator kinerja utama yaitu : Persentase
aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi, Persentase
jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi serta Persentase aparatur
yang taat terhadap peraturan kepegawaian.

b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Sesuai dengan Undang — undnag No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan
public dimana Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pleatihan sebagai alah
satu lembaga pelayanan public, dalam hal ini adalah para pegawai,
sasaran ini dicapai dengan melihat Indeks Kepuasan terhadap pelayanan
administrasi kepegawaian.
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tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
BKPP Kota Banjarbaru

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 1 2 3 4 5 6 Keterangan
(2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021)
Persentase Aparatur yang
mendapatkan pengembangan 53,81% 63,94% 74,72% 85,08% 96,40% 100% IKU
kompetensi
] Persentase Jabatan yang diisi
Meningkatnya Penataan Sumber Daya Aparatur sesuai dengan kompetensi 71,07 73,84% 76,27% 77,04% 77,69% 78,35% IKU
Persentase pegawai yang taat IKU
terhadap peraturan
Terwujudnya kepega\f\)/.‘zan 99% 99% 100% 100% 100% 100%
sumber daya
aparatur yang Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Indeks kepuasan pelayanan IKU
berkualitas administrasi kepegawaian
79,26 73,42 80 80 85 85
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN BKPP

5.1 Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kota Banjarbaru
Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang
menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran BKPP Kota Banjarbaru
akan dicapai. Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang
dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai
dengan tujuan dan sasaran BKPP Kota Banjarbaru, maka strategi yang akan
dilakukan dalam periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:
1. Pendistribusian dan penataan SDM aparatur sesuai kompetensi dan
kebutuhan formasi
2. Pengembangan Manajemen kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah
Kota Banjarbaru
3. Pengembangan aplikasi kepegawaian berbasis teknologi informasi
4. Peningkatan kualitas ASN sehingga memiliki kriteria disiplin, integritas,
komitmen dan berkinerja tinggi
Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka pencapaian
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu dirumuskan kebijakan
— kebijakan yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan program
kegiatan BKPP selama 5 tahun kedepan. Kebijakan yang dapat dilaksanakan
adalah sebagai berikut :

1. Penataan dan Pendistribusian SDM aparatur yang disesuaikan dengan
formasi kebutuhan dan kompetensi yang telah ditetapkan melalui hasil

analisis dan beban kerja serta hasil proyeksi kebutuhan 5 tahun

2. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dan Pola Karir mulai dari JPT

sampai dengan jabatan pelaksana

3. Integrasi sistem informasi database kepegawaian secara elektronik

terkait terkait layanan kepegawaian yang terpadu

4. Peningkatan disiplin, integritas, komitmen dan kinerja pegawai ASN
melalui penegakan peraturan disiplin dan kode etik

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
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tabel 5.1
Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Mewujudkan SUmber gﬁ;iggrgtggzisgggﬁn ieni-ngkatan Peningkatan disiplin,
Daya Aparatur yang ualitas ASN integritas, komitmen dan
Berkualitas sehingga  memiliki kinerja  pegawai  ASN

kriteria disiplin, melalui penegakan
integritas, peraturan disiplin dan kode
komitmen dan etik, konsistensi penarapan
berkinerja tinggi sanksi

terhadap

pelanggaran disiplin

Pendistribusian dan

penataan SDM
aparatur sesuai
kompetensi dan

kebutuhan formasi

dan
SDM

aparatur yang disesuaikan

Penataan
Pendistribusian

dengan formasi kebutuhan

dan kompetensi yang telah

ditetapkan melalui  hasil
analisis dan beban kerja
serta hasil proyeksi
kebutuhan 5 tahun
Pengembangan Penyusunan Standar
Manajemen Kompetensi Jabatan dan
kompetensi ASN di Pola Karir mulai dari JPT
Lingkungan sampai dengan jabatan
Pemerintah Kota pelaksana
Banjarbaru
Penyusunan  dan

penerapan Analisis
kebutuhan diklat

Meningkatkan kualitas dan
kuantitas diklat dan tubel

Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Administrasi

Pengembangan
aplikasi
kepegawaian
berbasis teknologi

informasi

Integrasi sistem informasi

database kepegawaian
secara elektronik terkait
terkait layanan

kepegawaian yang terpadu
SOP

administrasi

serta menetapkan
pelayanan
kepegawaian dalam produk

hukum yang mengikat
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BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dan sesuai
dengan arah kebijakan maupun strategi, maka dijabarkan ke dalam program
dan kegiatan selama periode perencanaan yang telah ditetapkan dapat
dijelaskan sebagai berikut :

6.1 Program dan Kegiatan
Salah satu agenda pokok / misi yang tertuang dalam RPJMD

Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 adalah peningkatan

reformasi birokrasi dan pelayanan publik dan untuk mengimplementasikan

strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan,
perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman
bagi perumusan dan operasionalisasi program dan Rencana Strategis

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016 -2021 ke

dalam program-program pembangunan, yaitu program prioritas dan

program pendukung sebagai berikut :

6.1.1 Program dan Kegiatan Prioritas

1. Program Pendidikan Kedinasan
a. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
a. Penataan administrasi kenaikan pangkat
Seleksi Penerimaan CPNS
Penyusunan Data Formasi
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Seleksi Terbuka Jabatan ASN
Penyelenggaraan Verifikasi dan evaluasi dokumen prestasi

-~ o o 0 T

kerja pegawai

g. Penyelenggaraan Ujian Dinas, UKPPI dan Pencatuman Gelar
akademik

h. Mutasi dan alih jenis statsu kepegawaian

i. Pengembangan Jabatan Fungsional
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3. Program Peningkatan Informasi dan Kedudukan Hukum Pegawai
a. Pengawasan dan Pembinaan PNS, PTT dan Tenaga Kontrak
b. Pemberian Penghargaan dan Peningkatan Kesejahteraan
Pegawai
c. Proses Penanganan kasus-kasus Pelanggaran Disiplin dan
Bantuan hokum
d. Pemberhentian, Pensiun dan Usul Penetapan Status
Kepegawaian
e. Pengelolaan Data Kepegawaian
f. Penyelenggaraan Kesejahteraan anggota Korpri
6.1.2 Program dan Kegiatan Pendukung
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan ATK
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Peraatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang undangan

-~ o o 0 T

Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat rapat Koordinasi

Q@

h. Penyediaan Jasa Non PNS
2. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Opersional
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan Keuangan

b. Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Asset dan Barang

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan
pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap
rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif dari Renstra BKPP.

Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :
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tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru

Target Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Indikator Data
_ Kinerja Capaian Kondisi Kinerja pada Unit Kerja
Tujua | Sasar | Ko | Program dan Program Pada Tahun 1 (2017) Tahun 2 (2018) Tahun 3 (2019) Tahun 4 (2020) Tahun 5 (2021) akhir periode Renstra Yang Lokasi
n an de Kegiatan (outcome) dan Awal 2021 Bertanggung
Kegiatan tahun Jawab
(output) (2016) | TOet Rp ng Rp TZ{ 9 Rp Ta{ ge Rp Taige Rp Tajt’ge -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mewu | Menin Pelayanan Cakupan
judka | gkatn Administrasi pelayanan
n ya Perkantoran administrasi
Sumb | Kualit perkantoran
Der b als 79,26 80 1.030.435.990 81 2.616.707.688 82 3.009.213.841 83 3.460.595.917 85 3.979.685.305 85 14.096.638.742
aya elay
Apara anan
tur Admi
Yang nistra
Berku Si
alitas Kepe Penyediaan Tersedianya 12
gawai Jasa pembayaran bulan 1 1 1 1 1
an ggﬂggkgsg},/a ?etlaesp:)enkgghng 12 bulan 56.350.161 | | .- 59.796.000 | "o 68.765.400 | | 79.080.210 | | 90.942.242 | | " 354.934.013
Air dan Listrik internet
Penyediaan Tersedianya 29
peralatan dan | peralatan dan buah 51 65 65 65
perlengkapan | perlengkapan 40 buah buah buah buah buah BKPP BJB
komputer komputer
Penyediaan Tersedianya 151
alat tulis alat alat tulis 150 buah buah 1559 2022 2022 2022
Kantor Kantor 19.539.300 | buah 35.336.544 | buah 40.637.026 | buah 46.732.579 | buah 53.742.466 195.987.915
Tersedianya 780 798 500
Penyediaan ; 798 lemb. lemb lemb 500 500
. materai embar em em
materai lembar ar ar lembar lembar
Tersedianya 113 113
i 113
penyediaan erangko lembar lemb
perangko perang lembar ar
Penyediaan Tersedianya 8 jenis
barang barang 8 jenis gggg ;ﬁg‘;’ ;3;11
cetakan cetakan
Tersedianya 22125 15.369.000 [ 5.7 91.625.600 [ 6.75 105.369.440 121.174.856 139.351.084 472.889.980
Penyediaan penggandaan 22.761 lembar 53 3 26.753 26.753
penggandaan lembar lemb lemb lembar lembar
ar ar
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Penyediaan Tersedianya 29
Y Y buah 116 134 152 163
alat alat 40 buah
. . buah buah buah buah
kebersihan kebersihan 4.142.200 4.794.544 5.513.726 6.340.784 7.291.902 28.083.156
Penyediaan Tersedianya 10 buah 15 22 31 40 50
alat listrik alat-alat listrik buah buah buah huah buah
Penyediaan Tersedianya 1571
surat kabar surat kabar 1571eks | eks 4.466.000 | 1372 4.802.000 | 372 5522300 | 1372 6.350.645 | 1372 7.303.242 28.444.187
. . eks eks eks eks
harian harian
Penyediaan Tersedianya
) . 502 528 528 528 528
makan minum makan minum 350 kotak kotak kotak kotak kotak kotak
rapat rapat
penyediaan Tersedianya -
: . 639 639 639 639
makan ml_num makan ml_num . kotak kotak kotak kotak
petugas piket petugas piket
Penyediaan Tersedianya
m.ikarggz dan m.ikarz:z dan 4600 4800 11166 104.232.000 | 1161 11.616 11.616
! _u ! _u kotak kotak : : 6 oh oh oh
harian harian oh
pegawai pegawai 41.040.000 119.866.800 137.846.820 158.523.843 561.509.463
penyediaan Tersedianya
: . 198 110 110 110 110
makan minum | makan minum | 350 kotak kotak Kotak Kotak Kotak kotak
tamu tamu
Penyediaan Tersedianya
mak};n minum makan mir)llum - - 10 10 10 10
. . . . kotak kotak kotak kotak
retensi arsip retensi arsip
penyediaan Tersedianya
makan minum makan minum . . 193 193 193 193
Hut Kota HUT Kota kotak kotak kotak kotak
Banjarbaru Banjarbaru
Penyediaan Terlaksananya
perjalanan perjalanan 84 1 1 1
dinas luar dinas luar 1 tahun 1 tahun 638.009.329 349.361.000 | Tahu 401.765.150 462.029.923 531.334.411 2.382.499.812
keg Tahun Tahun
daerah dan daerah dan n
dalam daerah dalam daerah
Penyediaan Tersedianya 19
pembayaran pembayaran 190rg | 190rg 251.520.000 | oran | 1.966.760.000 | 2 2261774000 | 29 2601.040.100 | 29 2.991.196.115 10.072.290.215
untuk tenaga untuk tenaga orang orang orang
h . ¢}
jasa non PNS jasa non PNS
Penyediaan Cakupan
Sarana dan pelayanan
Prasarana sarana dan 79,26 80 471.822.300 81 223.088.000 82 239.569.500 83 295.004.205 85 339.243.336 85 1.568.727.341
prasarana
Aparatur
aparatur
Egﬂgﬁdzzn an Tersedianya
gkap perlengkapan 14 buah 14 29.650.000 4 23.500.000 4 27.025.000 4 31.078.750 4 35.740.563 30 146.994.313
Gedung
Kantor gedung kantor
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Pengadaan
Peralatan
Gedung
Kantor

Tersedianya
peralatan
gedung kantor

10 buah

12
buah

337.180.000

10
buah

52.750.000

10
buah

60.662.500

10
buah

69.761.875

10
buah

80.226.156

600.580.531

Pengadaan
belanja
operasional
dan
pemeliharaan
mobil jabatan

Tersedianya
belanja
operasional
dan
pemeliharaan
mobil jabatan

Tersedianya
belanja bahan
bakar minyak

Tersedianya
belanja jasa
service

Tersedianya
belanja

penggantian
suku cadang

Tersedianya
belanja bahan
pelumas

Tersedianya
belanja
perpanjangan/
balik nama
STNK

1 unit

1 unit

34.951.900

1 unit

1980
liter

1 Kkali

1 Kkali

12
liter

1 Kkali

22.606.000

1 unit

1680
liter

1 Kkali

1 Kkali

15
liter

1 Kkali

20.000.000

1 unit

1980
liter

2 kali

2 kali

25 liter

1 Kkali

29.866.760

1 unit

2118
liter

2 kali

2 kali

25 liter

1 kali

34.335.274

141.759.934

Pengadaan
pemeliharaan
kendaraan
dinas

Tersedianya
pemeliharaan
kendaraan
dinas

Tersedianya
belanja bahan
bakar minyak

Tersedianya
belanja jasa
service

Tersedianya
belanja

penggantian
suku cadang

Tersedianya
belanja bahan
pelumas

Tersedianya
belanja
perpanjangan/
balik nama

16 unit

16 unit

45.440.400

16
unit

5000
liter

2 kali

16
unit

108
liter

16
kali

73.232.000

16
unit

5000
liter

2 kali

16
unit

108
liter

16
kali

73.232.000

16 unit

6300
liter

2 kali

16 unit

134
liter

16 kali

96.849.320

16 unit

7320
liter

2 kali

32 kali

134
liter

16 kali

111.376.718

400.130.438
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STNK

Pengadaan
pemeliharaan

Tersedianya
pemeliharaan

rutin/berkala rutin/berkala 111kali | 111kali 24.600.000 igﬁ 51.000.000 igﬁ 58.650.000 igﬁ 67.447.500 s 77.564.625 279.262.125
peralatan peralatan
gedung kantor | gedung kantor
48.683.000 46.505.400 53.481.210 61.503.392 70.728.900 280.901.902
Nilai Evaluasi
Program LKIP B B B B A A A
peningkatan | Persentase 32.304.000 31.464.000 36.183.600 41.611.140 47.852.811 189.415.551
pengembang | Temuan 100 100 100 100 100 100 100
an sistem BPK/Inspektor
pelaporan at
capaian Persentase
kinerja dan terb 100 100 16.379.000 | 100 15.041.400 | 100 17.207.610 | 100 19.892.252 | 100 22.876.089 | 100 91.486.351
keuangan administrasi
asset / barang
Jumlah
Penyusunan dokumen 1 1 1
dan pelaporan | perencanaan 11dok | 11 dok 32.304.000 | o 31.464.000 | o 36.183.600 | 11 dok 41.611.140 | 11 dok 47852811 | op 189.415.551
keuangan dan keuangan
tepat waktu
Jumlah
dokumen
Manajemen asset/barang 5 dok 5 dok 16.379.000 | 5 dok 15.041.400 | 5 dok 17.297.610 | 5dok 10.892.252 | 5dok 22.876.089 | 5 dok 91.486.351
asset yang sesuai
dengan
neraca
Persentase
Program
: pelayanan
Pembinaan administrasi
dan renaikan 100 100 50.535.700 | 100 35.519.600 | 100 40.847.540 100 46.974.671 100 54.020.872 100 227.898.383
pengambang pangkat tepat
an aparatur
waktu
Penataan Jumlah sk
administrasi kenaikan 533sk | 672sk 50.535.700 | 200 35.519.600 | ©%0 40847540 | 600 46974671 | ©%0 54.020.872 227.898.383
kenaikan pangkat yg SK SK SK SK
pangkat diterbitkan
Program Persentase
Peningkatan informasi
informasi dan | kepegawaian 100 100 198.967.800 | 100 157.684.300 | 100 181.336.945 100 208.537.487 100 239.818.110 986.344.642
kedudukan yang akurat
hukum
pegawai
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Jumlah data 3500
pegawai yang 100% 100% oran
diperbaharui g
Jumlah
dokumen 6 dok 4 dok 8 dok
Pengelolaan informasi h
data Sﬁfnelgsvé%an 198.967.800 157.684.300 181.336.945 208.537.487 239.818.110 986.344.642
kepegawaian ; : 12 12 12
:(rggreggf\;a?:;a ) ) ) bulan bulan bulan
Tersedianya
aplikasi 1buah | 1buah 1
informasi buah
kepegawaian
Program Persentase
Peningkatan pelayanan
informasi dan | penyelesaian
kedudukan proses
hukum kenaikan gaji
pegawai berkala,
pensiun, cuti,
Ezrr?sbtzrtzg 100 100 85.921.400 | 100 80.386.400 | 100 92.444.360 | 100 106.311.014 | 100 122.257.666 487.320.840
dan
karpeg,taspe
n
dilingkungan
Pemerintah
Kota
Banjarbaru
. Jumlah usulan
Es";]t;fr'ggn kenaikan gaji 764SK | 968 SK 73512 735|2 73512 735|2
peng dang berkala
peningkatan Persentase 79.715.400 59.794.800 68.764.020 79.078.623 90.940.416 378.293.259
; usulan cuti 100% (51 100% 100 0 0 0
keseéar;ts;?an yang ditindak sK) (53 sK) % 100% 100% 100%
peg lanjuti
. Jumlah 80 sk
Pemberhentia bi K 38 sk 102 105 117 129
n pensiun dan penerbitan s s sk SK SK SK
usul pensiun
penetapan ;:;né?tr)]itan 6.206.000 20.591.600 23.680.340 27.232.391 31.317.250 109.027.581
ertimbangan -
P Gt | Kais, karsu, : : dok dok dok dok
kepegawaian karpeg dan
peg Taspen
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Menin
gkatn
ya
Penat
aan
Sumb
er
Daya
Apara
tur

Persentase
aparatur
yang
memiliki
Program sertifikat 30,4 43,01 63,61 84,24 84,24
Pendidikan ) - 6436 0org | 20,58% | 1.761.826.900 " 2.855.804.400 o 4.879.646.800 o 5.611.593.820 o 6.453.332.893 o 21.562.204.813
Kedinasan d!klat pim, 0% " " " "
diklat teknis
fungsional
dan diklat
jabatan
Pendidikan Jumlah
dan pelatihan aparatur yang
h P 271 166 550 550
teknis mengikuti 2079 org | 282 org 219.911.500 org 779.699.900 org 896.654.800 org 1.031.153.020 org 1.185.825.973 4.113.245.193
fungsional diklat teknis
fungsional
Jumlah
Pendidikan aparatur yang 52 32
_pelatlhan rqeng||_<ut| 475 org 59019 | 1 541 915.400 org | 2.076.104.500 org 3.982.992.000 | 64org | 4.580.440.800 | 63org | 5.267.506.920 17.448.959.620
jabatan diklatpim II, 111
dan IV
Persentase
aparatur
yang
Program mengikuti
Pembinaan ujian dinas,
dan ujian 61% 74% 13.283.500 | 80% 28.601.600 | 80% 28.601.600 90% 32.891.840 90% 37.825.616 90% 141.204.156
pengambang kenaikan
an aparatur pangkat dan
pencatuman
gelar
akademik
Penyelenggar | Jumlah
aan ujian aparatur yang
dinas,ukppi mengikuti
dan ujian dinas, 720rg | 600rg 13283500 | '° 28.601.600 | 'O 28.601.600 | 70 org 32.891.840 | 70o0rg 37.825.616 141.204.156
pencantuman ukppi dan org org
gelar pencantuman
akademik gelar
akademik
Persentase
Program aparatur
Pembinaan vang
dan mengikuti . 100% 100% 94.202.600 130 495.431.600 | 100% 432.446.200 100% 497.313.130 100% 571.910.100 100% 2.091.303.630
pengambang tubel sesuai b
an aparatur dengan
kebutuhan
formasi
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Pemberian Jumlah
bantuan tubel | aparatur yang | 15 o0 | 49 org 94.202.600 | 0 495.431.600 | 4org | 432446200 | 150rg | 497.313.130 | 2kali | 571.910.100 2.091.303.630
dan ikatan mengikuti org
dinas tubel
Persentase
Program pejabat
Pembinaan fungsional 2781 2981
dan yang _ ozrzai% OZrSailg 59.318.200 | oran 42.606.300 | oran 48.997.245 3()1%1 56.346.832 303}21 64.798.857 272.067.433
pengambang memenuhi g g
an aparatur syarat
jabatan
Jumlah
pejabat
fungsional 22380rg | 293 org 59.318.200 | 2°0 42.606.300 | 220 48.997.245 | 290 56.346.832 | 89 org 64.798.857 272.067.433
Pengembanga | yang telah org org org
n jabatan diangkat
fungsional dalam jabatan
Persentase
Program .
dan sesuaFi) 53,15 59,66 27.918.550 7 15.306.800 | 81,22 17.602.820 91 20.243.243 100 23.279.729 104.351.142
pengambang dengan
an aparatur f .
ormasi
Jumlah
aparatur yang
telah
ditempatkan 500 485 485 484
sesuai 870 org 139 org 27.918550 | 9 15.306.800 org 17.602.820 org 20.243.243 org 23.279.729 104.351.142
Mutasi dan kompetensi
alih status dan
jenis kebutuhan
kepegawaian formasi
Persentase
pejabat
pimpinan
Program tingg
. pratama,
Pembinaan L
dan gdm'”'s”ator 92,11% | 97,32% | 381.447.500 130 369.117.200 | 100% 424.484.780 | 100% 488.157.497 | 100% 561.381.122 | 100% | 2.224.588.099
pengambang an 0
an aparatur pengawas
yang
memenuhi
syarat
jabatan
Jumlah
Seleksi formasi
Terbuka jabatan 29 org 24 org 381.447.500 | 3org 369.117.200 | 3org 424.484.780 1org 488.157.497 3org 561.381.122 2.224.588.099
Jabatan ASN pimpinan

tinggi pratama
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yang terisi

Jumlah
formasi
jabatan
administrator
yang terisi

122 org

127 org

Jumlah
formasi
jabatan
pengawas
yang terisi

444 org

466 org

12
org

15
org

11
org

17
org

9 org

13 org

8 org

21 org

Program
Pembinaan
dan
pengambang
an aparatur

Persentase
aparatur
yang
melaksanaka
n penilaian
prestasi kerja
pegawai

N/A

38,19

49.326.000

12,8

206.757.700

15,43

206.757.700

18

206.757.700

20,58

206.757.700

876.356.800

Penyelenggar
aan verifikasi
dan evaluasi
dokumen
prestasi kerja
pegawai

Jumlah
dokumen
prestasi kerja
pegawai yang
diverifikasi
dan dievaluasi

N/A

972
dok

Jumlah
dokumen
penilaian
jabatan
fungsional
yang
diverifikasi
dan dievaluasi

300 dok

510
dok

49.326.000

3834
dok

2229
dok

206.757.700

3834
dok

2229
dok

206.757.700

3834
dok

2229
dok

206.757.700

3834
dok

2229
dok

206.757.700

876.356.800

Program
Pembinaan
dan
pengambang
an aparatur

Persentase
dokumen
penyusunan
kebutuhan
formasi
aparatur

100

100

155.863.900

100

76.987.900

100

88.536.085

100

101.816.498

100

117.088.972

540.293.355

Penyusunan
Data Formasi

Jumlah
dokumen
penyusunan
formasi
aparatur

1 dok

1 dok

155.863.900

1 dok

76.987.900

1 dok

88.536.085

1 dok

101.816.498

1 dok

117.088.972

540.293.355
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Jumlah
pelaksanaan
monev PTT 94 94
dan Kontrak i i SK SK 94 5K 94 5K
SK yang
diterbitkan
Jumlah
pelaksanaan
peminatan
sekolah - - 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg
perguruan
tinggi
kedinasan
Program Persentase
Pembinaan pelaksanaan
dan seleksi dan - - 26.564.900 | 100 361.829.000 | 100 416.103.350 100 478.518.853 100 550.296.680 1.833.312.783
pengambang | penerimaan
an aparatur CPNS
Seleksi Jumlah 96 105 117 129
Penerimaan formasi CPNS - - 26.564.900 | Form 361.829.000 | forma | 416.103.350 | formas | 478.518.853 | formas | 550.296.680 1.833.312.783
CPNS asl Sl I I
Program Persentase
Peningkatan aparatur
informasi dan | yang tidak 99 99 58.014.300 | 100 109.219.900 | 100 125.602.885 | 100 144.443.318 | 100 166.109.815 603.390.218
kedudukan mendapatkan
hukum hukuman
pegawai disiplin
Persentase
tindak lanjut 100%
Proses terhadap 23 100% 41555300 | 190 90.171.900 | 100% | 103.697.685 | 100% | 119.252.338 | 100% | 137.140.188 491.817.411
penanganan | kasus kasus kasus) (19) %
kasus kasus pelanggaran
pelanggaran disiplin
disiplin dan Jumlah
bantuan dokumen ” » 12 12
hukum pelaksanaan 12 12 16.459.000 | lapor 19.048.000 | lapor 21.905.200 | lapora 25.190.980 | lapora 28.969.627 111.572.807
pegawai pengawasan laporan | laporan an an n n
dan
pembinaan
Persentase
pelaksnanaa
n Ceramah
agama dan
Program SKJ 100% 100% | 124.086.900 | 100 | 215601.800 | 100% | 247.942.070 | 100% | 285133381 | 100% | 327.903.388 | 100% | 1.200.667.539

Peningkatan
informasi dan
kedudukan
hukum
pegawai

%
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Jumlah 906 org | 906 org K: 4 Keg 4 Keg 4 Keg 4 Keg
pelaksanaan 124.086.900 3 69 6
ceramah N/A - keg 215.601.800 keg 247.942.070 36 keg 285.133.381 36 keg 327.903.388 36 keg 1.200.667.539
Kesejahteraan | agama, SKJ
anggota korpri | dan Lomba N/A 3 keg 3 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg
4.589.536.440 7.890.650.188 10.480.133.721 12.040.639.405 13.815.710.160 48.816.669.914
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BAB VI

KINERJA
PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif
yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau
dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator
kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru perlu
ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Sebagaimana Visi Kota Banjarbaru
untuk RPJMD Tahun 2016 — 2021 :

“TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI KOTA PELAYANAN YANG
BERKARAKTER ” dan Misi yang diemban untuk mengimplementasikan
perwujudan visi dimaksud di atas, yaitu :

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing
dan berakhlak mulia;

2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata,
cerdas dan berwawasan lingkungan;

3. Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi,
penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan
kelembagaan dan peluang kewirausahaan;

4. Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada
pelayanan publik dan tatakelola pemerintahan yang baik berbasis
teknologi informasi;

5. Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib.
Dari Misi tersebut diatas, untuk Urusan Kepegawaian yang terkait

adalah pada misi ke 4, indikator kinerja BKPP Kota Banjarbaru yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD beserta target capaian kinerja
setiap tahun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
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tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
I;c.)nd|.3| Kondisi
: inerja . . Kinerja pada
NO Indikator padg awal Target Capaian Setiap Tahun akhir periode
periode RPJMD
RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Persentase ASN yang
1 | mengikuti pendidikan 5,09 % 5,97 % 717% | 821% | 901% | 989% 9,89 %
dan pelatihan formal
Persentase pejabat
o |ASNyangtelah 8,51 % 82,97% | 9412% | 10480 | 115330 | 12585% 125,85 %
mengikuti pendidikan %
dan pelatihan structural
Tersedianya jabatan
3 | pimpinan tinggi pada 31 org 31 org 31 org 31 org 31 org 31 org 31 org
instansi pemerintah
Tersedianya jabatan
4 | administrasi pada 129 org 129 org 1290rg | 1290rg | 129 org 129 org 129 org
instansi pemerintah
Tersedianya pemangku
jabatan fungsional
5 tertentu pada instansi 2238 org 2531 org 2781 org | 2981 org | 3181 org 3381 org 3381 org
pemerintah
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BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru ini merupakan
penjabaran dari perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses
menetapkan arah dan kebijakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan serta menjabarkan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun
mendatang (2016 s/d 2021), bagaimana cara mencapainya, dan langkah-
langkah strategis apa yang perlu dilakukan dalm upaya pencapaian tujuan
yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan program Kepala
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru.

Selain itu, Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan ini juga sekaligus menjadi landasan
dan pedoman dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
dan kegiatan di masing-masing unit satuan kerja Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan untuk periode satu tahun.

Oleh karenanya dalam upaya pencapaian tujuan, sasaran dan
program kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota
Banjarbaru Tahun 2019-2021 hendaknya selalu diarahkan pada upaya
pelaksanaan percepatan peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan
publik sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan dalam Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah
Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021. Upaya tersebut ditempuh melalui
berbagai langkah strategis untuk menciptakan "kondisi antara menuju
sistem manajemen yang diinginkan, seperti mengembangkan sistem
manajemen kepegawaian yang ada, memberdayakan
instrumen/infrastruktur manajemen kepegawaian (menyesuaikan peraturan
perundang-undangan kepegawaian dan dengan mengantisipasi kondisi ke
depan), mengembangkan sistem informasi dan database kepegawaian dan
menegakkan pelaksanaan peraturan perundang- undang bidang
kepegawaian, serta mengoptimalkan seluruh sumber daya.
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BKPP Kota Banjarbaru secara bertahap selama lima tahun ke depan
agar mampu mendukung pencapaian cita-cita yang diharapkan. Meskipun
disadari bahwa terwujudnya aparatur birokrasi Kota Banjarbaru lebih bersih,
profesionalisme dan sejahtera bukan merupakan hal yang mudah untuk
diwujudkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota
Banjarbaru, namun demikian mengingat BKPP sebagai perangkat daerah
yang mempunyai peran dalam mengemban amanat Walikota Banjarbaru,
maka BKPP mempunyai kewajiban mengaktualisasikan perannya lima tahun
ke depan dalam langkah nyata sesuai kompetensi intinya di bidang
pelayanan manajemen kepegawaian dan mudah-mudahan Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan terus berkembang secara dinamis
seiring perubahan lingkungan dan tuntutan perubahan paradigma menuju

perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

Semoga dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru Tahun
2016-2021 semua perencanaan dan pelakanaan program kegiatan Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dapat lebih terarah untuk
peningkatan kualitas pelayanan manajemen kepegawaian sesuai

kebutuhan dan harapan masyarakat.

Plt. Kepala Badan Kepagawaian
Pendidikan dan Pelatihan
Kota Banjarbaru

Drs. MUHAMMAD HAMRIDY, M.AP
NIP. 19591117 198202 1 005
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